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Jurnal Fairness (JF) diterbitkan oleh Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu secara
berkala (setiap empat bulan) dengan tujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pemikiran akuntansi yang
relevan bagi pengembangan profesi dan praktik akuntansi di Indonesia. Sesuai dengan tujuannya, jurnal ini diharapkan
dibaca oleh para akademisi, praktisi, peneliti, regulator, mahasiswa, dan pihak lain yang tertarik dengan perkembangan
teori dan praktek akuntansi.
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Lingkup tulisan hasil penelitian dan pemikiran akuntansi yang dimuat dalam JF berkaitan dengan aspek-
aspek yang dikaji dalam akuntansi, secara garis besar meliputi bidang:

Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal
Akuntansi Manajemen
Akuntansi Sektor Publik

Sistem Informasi Akuntansi
Pengauditan

Corporate Governance
Perpajakan

Corporate Social Responsibility

Jurnal Fairness menerima kiriman artikel hasil penelitian dan pemikiran akuntansi yang ditulis dalam Bahasa
Indonesia atau Bahasa Inggris. Penulis harus menyatakan bahwa artikel yang dikirim ke Jurnal Fairness tidak
dikirimkan atau telah dipublikasi dalam jurnal yang lain. Untuk penelitian dengan pendekatan survei atau
eksperimental, penulis harus melampirkan instrumen penelitian (kuisioner, kasus, daftar wawancara, dan lain-lain).



Penentuan artikel yang dimuat dalam JF melalui proses blind review oleh editor Jurnal Fairness dengan

mempertimbangan antara lain: relevansi artikel terhadap pengembangan profesi, praktek dan pendidikan akuntansi;
dan terpenuhinya persyaratan baku publikasi jurnal. Editor bertanggungjawab untuk memberikan masukan yang
konstruktif dan jika dipandang perlu menyampaikan hasil evaluasi terhadap kepada penulis artikel.

Pedoman Penulisan Artikel

Berikut ini adalah pedoman penulisan artikel dalam Jurnal Fairness yang dapat menjadi acuan pertimbangan bagi
penyumbang artikel:

a.

Artikel yang sedang dipertimbangkan untuk dipublikasikan di jurnal lain atau penerbit lain tidak dapat dikrim
ke Jurnal Fairness. Penulis harus menyatakan bahwa artikel tidak dikirim atau dipulikasikan di media lainnya.
Artikel diserahkan selambat-lambatnya pada tenggat waktu setiap edisi Jurnal Fairness yang diumumkan
sebelumnya.

Format

Artikel diketik dengan huruf Times New Roman ukuran 12 point dengan jarak baris 1.5 spasi pada kertas A4

(8,277 x 11,69”). Kutipan langsung yang panjang (lebih dari 4 baris) diketik dengan jarak baris satu dengan indented
style (bentuk berinden).

b.
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Acrtikel ditulis seefesien mungkin sesuai dengan kebutuhan, dengan panjang artikel berkisar 15-25 halaman.
Batas atas, bawah, sisi kiri dan kanan sekurang-kurangnya 2.5 cm
Halaman muka (cover) setidaknya menyebutkan judul artikel dan identitas penulis.
Semua halaman, termasuk tabel, lampiran, dan referensi harus diberi nomor urut halaman
Penulisan judul (headings) suatu bagian di artikel adalah sebagai berikut:
g. Tabel/gambar sebaiknya disajikan pada halaman terpisah dari badan tulisan (umumnya di bagian
akhir naskah). Penulis cukup menyebutkan pada bagian di dalam teks, tempat pencantuman tabel atau
gambar.
e Judul utama (sebelum isi artikel) di tengah, dicetak tebal, huruf besar, ukuran 14.
e Judul tingkat satu di tengah, dicetak tebal, huruf besar.
e Judul tingkat dua dan tiga di margin kiri, dicetak tebal, huruf besar di awal kata.
h. Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul yang sesuai dengan isi tabel atau gambar, dan sumber
kutipan (bila relevan).
h. Kutipan dalam teks sebaiknya ditulis di antara kurung buka dan kurang tutup yang menyebutkan nama akhir
penulis, tahun tanpa koma, dan nomor halaman jika perlu.
h. Setiap artikel harus memuat daftar referensi (hanya yang menjadi sumber kutipan) mengacu penyusunan
daftar pustaka yang menggunakan sistem Harvard.

Sistematika Penulisan

1. Abstrak/Sinopsis bagian ini memuat ringkasan hasil penelitian atau pemikiran akuntansi, antara lain
mengenai: masalah, tujuan, metode/pembahasan, temuan, dan kontribusi hasil penelitian/artikel. Abstrak
disajikan di awal teks dan terdiri antara 100-200 kata (sebaiknya disajikan dalam bahasa Inggris). Abstrak
diikuti dengan sedikitnya tiga kata kunci (keywords) untuk memudahkan penyusunan indeks artikel. Abstrak
diketik dengan huruf Times New Roman ukuran 12 point dengan jarak baris 1 spasi

2. Pendahuluan menguraikan latar belakang (motivasi), rumusan masalah, pernyataan tujuan, dan (jika
dipandang perlu) organisasi penulisan artikel.

3. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis (jika ada) memaparkan kerangka teoritis berdasarkan
telaah literature yang menjadi landasan logis untuk mengembangkan hipotesis atau proposisi riset dan model
riset (jika dipandang perlu).

4. Metode Riset memuat metode seleksi dan pengumpulan data, pengukuran dan definsi operasional variable,

dan metode analisis data.

Analisis Data menguraikan analisis data riset dan deskriptif statistik yang diperlukan.

Pembahasan dan Kesimpulan berisi pembahasan mengenai temuan dan kesimpulan riset.

Implikasi dan Keterbatasan menjelaskan implikasi temuan dan keterbatasan riset, serta jika perlu saran

yang dikemukan peneliti untuk riset yang akan dating.
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8. Daftar Referensi memuat sumber-sumber yang dikutip dalam penulisan artikel. Hanya sumber yang diacu

yang dimuat di daftar referensi ini.

9. Lampiran memuat table, gambar, dan instrument riset yang digunakan.
10.Sistematika penulisan artikel berupa pemikiran akuntansi, terdiri dari: abstrak, pendahuluan (dapat

berupa alinea pembuka) yang mengungkap latarbelakang dan tujuan, pembahasan, pemikiran, dan
kesimpulan.

e Biografi Penulis, pada bagian akhir artikel ditulis biografi atau CV singkat penulis yang minimal berisi:

Nama

Nama Institusi

Pekerjaan dan Profesi saat ini (dapat ditambahkan pekerjaan atau profesi sebelumnya yang dianggap penting)
Pendidikan formal terakhir

Alamat korespodensi dan email.

e Kebijakan Reproduksi

11.

Avrtikel yang telah dipublikasi di JF menjadi hak cipta Jurusan Akuntansi FEB-UNIB.

Untuk tujuan edukatif, isi dari JF dapat dikopi atau direproduksi selama menyebut sumber dari artiket tersebut.
Permintaan tertulis harus diajukan kepada Editor untuk memperoleh ijin mereproduksi ini dari Jurnal Fairness
untuk tujaun lainnya selain tujuan edukatif.

e Kebijakan atas Ketersediaan Data

12.

Konsisten dengan tujuan dari JF, penulis artikel diharapkan dapat memberikan data yang dimiliki kepada

yang memerlukannya dan memberikan informasi cara memperoleh data tersebut.
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PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PERAN
PENGELOLAAN KEUANAGAN TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Siti Afifah, Fadli, Baihaqgi

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

Abstract

This study aims to examine the effect of the application of government accounting standards, the implementation of government
internal control system, human resource competence and utilization of information technology and the role of Financial
Administration Officials-Organization of Regional Devices on the quality of local government financial statements. In this study
the sample used is the Regional Government Organization of Bengkulu Province. Tests conducted on the data that was obtained
from the questionnaire of 72 respondents. The technique that used to test this research are the validity test and reliability test while
hypothesis testing is done by using regression analysis.

The results of the study show that (1) the application of Government Accounting Standards positively influence on the quality of
Local Government Financial Statements, (2) The implementation of Government Internal Control System positively influence on
the quality of Local Government Financial Statements, (3) Human Resource Competence positively influence on the quality of
Government Financial Report Region, (4) Utilization of Information Technology positively influence on the quality of Local
Government Financial Statements, (5) The Role of Financial Administration Officials-Organization of Regional Devices positively
influence on the Quality of Local Government Financial Statements

Keywords: Quality of Financial Report, Accounting Standard, Internal Control, Competence, Information Technology.

1. Pendahuluan

Orientasi reformasi pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar pengelolaan keuangan uang rakyat dapat
dilakukan secara transparan, baik dalam tahap penyusunan, penggunaan maupun pertanggungjawabannya. Laporan
keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam
LKPD diwajibkan menyajikan informasi yang berguna bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan menyusun
keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), karena pada
saat ini masyarakat mengharapkan adanya akuntabilitas publik dalam proses pengelolaan keuangan dilingkungan
pemerintah daerah karena masalah ini merupakan salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara
cermat (Mardiasmo, 2004).

LKPD yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang
dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab pengelola organisasi. Laporan keuangan pemerintah yang
berkualitas baik menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 harus mencakup empat karakteristik kualitatif yang disyaratkan
yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk kedua kalinya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas
LKPD tahun 2015 dan tahun 2016 dari BPK setelah 4 tahun sebelumnya dari tahun 2011- 2014 Provinsi Bengkulu
mendapatkan opini WTP secara berturut-turut.

Faktor penyebab LKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu mendapatkan opini WDP ditahun 2015 dan 2016
disebabkan oleh :

e Pencatatan pengeluaran kas dan mekanisme pengajuan ganti uang persediaan yang tidak sesuai prosedur,
Pengelolaan kas pada bendahara pengeluaran tidak tertib dan terjadi kekurangan kas serta penggunaan kas di
bendahara pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan.

e Terdapat minimal 537 rekening giro dan belum di tutup dan tidak termasuk dalam rekening sah OPD Pemerintah
Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016.



e Pengelolaan aset tanah Pemerintah Provinsi Bengkulu belum optimal dan terdapat selisih/tidak dapat ditelusuri
atas aset tanah pemerintah provinsi Bengkulu.

e Data base ASN Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak dapat menyajikan data yang andal.

e Penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa untuk kegiatan fasilitasi bagi organisasi kemasyarakatan pada
tiga OPD tidak sesuai ketentuan dan membebani keuangan daerah.

e Pengelolaan kas pada empat bendahara pengeluaran OPD di lingkungan pemerintah provinsi Bengkulu tidak tertib
dan terjadi kekurangan.

e Realisasi pemberian honor kegiatan di beberapa OPD melebihi standar biaya masukan.

e Belanja barang dan jasa pada 9 OPD masih ada yang tidak sesuai ketentuan (Sumber: LHP BPK-RI Perwakilan
Provinsi Bengkulu 2016-2017).

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

o Apakah penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah?

e Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

o Apakah kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

o Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah
daerah?

o Apakah peran PPK-OPD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

2. Tinjauan Pustaka
1. Teori Stewardship

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah teori stewardship (Donaldson dan Davis, 1991) yang
menggambarkan suatu keadaan dimana para manajemen tidak termotivasi pada kepentingan — kepentingan individu
melainkan lebih memfokuskan diri pada sasaran utama yang berupa kepentingan organisasi. Filosofi mengenai teori
stewardship didasarkan pada sifat manusia yaitu mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya,
memiliki integritas dan berlaku jujur. Berdasarkan filosofi tersebut maka dapat dikatakan bahwa teori stewardship ini
memiliki pandangan bahwa manajemen akan berprilaku baik terhadap kepentingan publik. Secara tidak langsung teori
ini menggambarkan hubungan yang erat antara kepuasan dengan keberhasilan organisasi dimana hal tersebut
menjadikan teori ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian pada akuntansi organisasi sektor publik seperti
organisasi pemerintahan maupun organisasi non profit lainnya. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah salah
satu upaya yang dilakukan untuk melaksanakan good governance.

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
daerah selama satu periode. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi
yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi
efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan
perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah
dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode
pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi, dan evaluasi
kinerja (Erlina, 2013).

3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Menurut Jonas dan Blanchett (2000) kualitas laporan keuangan adalah informasi yang lengkap dan transparan,
dirancang tidak menyesatkan kepada pengguna. Agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan
periode sebelumnya maka harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan
yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, yang menyatakan karakteristik
kualitatif laporan keuangan pemerintah yaitu Relevan, Andal, Dapat dipahami dan Dapat dibandingkan.

4, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)



Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah, dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan pesyaratan yang mempunyai
kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (PP nomor 71 tahun
2010 pasal 1 ayat 3).

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP,
pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan
SAP pada pemerintah daerah. Penerapan SAP dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang berkualitas, transparan dan akuntabel
dan terdapat dua belas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dalam PP 71 Tahun 2010 tentang SAP.

5. Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)

Arens (2014) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang
untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya.
Komponen pengendalian internal meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktifitas pengendalian,
informasi dan komunikasi, pemantauan.

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan
perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam lingkungan kerjanya melalui (a) penegakan integritas dan
nilai etika (b) komitmen terhadap kompetensi (e) kepemimpinan yang kondusif (d) pembentukan struktur organisasi
yang sesuai dengan kebutuhan (e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat (f) penyusunan dan
penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia (g) perwujudan peran aparat pengawasan
intern pemerintah yang efektif dan (h) hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait (Irwan, 2011).

6. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa
pengetahuan, keahlian, dan sikap prilaku, yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan jabatanya (Safri, 2002). Hal
ini sejalan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 46A tahun 2003 tentang pedoman penyusunan
standar kopetensi jabatan struktural PNS yang menyebutkan bahwa: “Kompetensi adalah kemampuan karakteristik
yang dimiliki oleh PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan
tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan profesional, efektif dan efesien”.

7. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)

Menurut Jogiyanto dan Abdillah (2010), pemanfaatan teknologi informasi pada sebagian besar perusahaan saat ini
bukan lagi menjadi barang langka yang sulit ditemukan. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa teknologi informasi telah
menjadi kebutuhan sekaligus persyaratan bagi organisasi dalam menjalankan bisnisnya. Teknologi informasi sangat
dibutuhkan organisasi untuk membantu mencapai tujuannya, namun pengadaan Teknologi informasi membutuhkan
investasi yang besar. Investasi Teknologi informasi yang sudah dikeluarkan perusahaan harus dapat dijalankan dengan
maksimal. Teknologi informasi pada organisasi tidak cukup hanya diatur oleh bagian Teknologi informasi saja, tetapi
harus dikelola (govern) secara profesional.

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk
mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola
keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik

8. Peran Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK- OPD)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dijelaskan bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD)
adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD, yang melaksanakan tugas administrasi
keuangan, sebagai salah satu pendukung terbitnya laporan keuangan yang berkualitas. Dalam Pasal 1 Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, PPK-OPD adalah pejabat yang



melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD. Yang ditugaskan untuk: (a) Meneliti kelengkapanSPP (UP, GU,
LS, TU), (b) Melakukan verifikasi SPP, (c) Menyiapkan SPM, (d) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
(Khusus OPD Pengelola Pendapatan Daerah), (€) Melaksanakan akuntansi dalam rangka menyusun laporan keuangan
OPD.

3. Metode Penelitian
1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Kualitas laporan keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini kualitas yang harus dipenuhi dalam pembuatan laporan keuangan
OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yaitu karakteristik kualitatif yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor
71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah antara lain :

e Relevan (informasi yang relevan yaitu memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap

e Andal (penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas)

e Dapat dipahami (informasi yang disajikan jelas dan sederhana baik dalam bentuk dan istilah yang dapat dipahami oleh
pengguna laporan keuangan);

e Dapat dibandingkan (laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembanding kinerja masa lalu dan pembanding kinerja
organisasi lain yang sejenis). Variabel ini diukur dengan 8 item pernyataan.

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual (X1)

Penerapan SAP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan SAP oleh pengelola keuangan disetiap OPD dilingkungan
Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menyusun Laporan keuangan yang mengacu pada PP Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP
yang terdiri atas 12 pernyataan standar. Adapun indikator variabel ini adalah: a) penyajian laporan keuangan; b) laporan real isasi
anggaran; c) laporan arus kas; d) catatan atas laporan keuangan; e) akuntansi persediaan; f) akuntansi investasi; g) akuntansi aset
tetap; h) akuntansi konstruksi dalam pengerjaan; j) akuntansi kewajiban; j) koreksi kesalahan; k) laporan keuangan konsolidasi; I)
laporan Operasional. Variabel ini diukur dengan 11 item pernyataan.

3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (X2)

SPIP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah
Provinsi Bengkulu yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan
seluruh aparatur sipil negara dan seluruh perangkat dimasing-masing OPD terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
dalam penyajian laporan keuangan pemerintah.

Dimensi dan indikator dan variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini diukur menggunakan instrumen kuesioner
dengan model skala likert lima yang didasarkan pada PP Nomor 60 Tahun 2008 sebagaimana yang digunakan oleh Irwan (2011)
dan Sudiarianti (2015). yaitu: a) Lingkungan pengendalian; b) Penilaian risiko; c) Aktivitas pengendalian; d) Informasi dan
komunikasi; dan e) Pemantauan. Variabel ini diukur dengan 30 item pernyataan sebagaimana digunakan oleh Irwan (2011) dan
Sudiarianti (2015).

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) (X3)

Kompetensi SDM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh pegawai pengelola keuangan pada
masing-masing OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pelaksanaan tugas jabatan. variabel ini menggunakan
dimensi dan indikatornya diperoleh dari Wayat dalam Ruky (2003); Irwan (2011), Sudiarianti (2015) sebagai berikut: 1)
Pengetahuan (Knowledge) adalah pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai pengelola keuangan OPD untuk melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidangnya; 2) Keterampilan (Skill) adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap
pegawai pengelola keuangan OPD untuk melaksanakan suatu tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah secara
maksimal; 3) Perilaku (Attitude) adalah pola tingkah laku pegawai pengelola keuangan OPD dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Variabel ini diukur dengan 9 item pernyataan.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (mainframe, mini, micro), perangkat
lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi
(Wilkinson et al, 2000). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengelolahan data, pengelolahan informasi, sistem
manajemen dan proses kerja secara elektronik dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi oleh seluruh organisasi perangkat
daerah agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat dan pihak eksternal dari lingkungan
Pemerintah Provinsi Bengkulu. Untuk mengukur teknologi informasi dapat dilihat dari tingkat integrasi teknologi informasi pada
pelaksanaan tugas-tugas akuntansi (Jumali dan Supomo, 2002). Hal ini juga mengacu kepada PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang
perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah, maka variabel dalam penelitian ini
menggunakan dimensi dan indikatornya yaitu: 1) Laporan akuntansi dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi lebih cepat,



mudah dan akurat; 2) Jaringan internet dan jaringan komputer telah dimanfaatkan di unit kerja sebagai penghubung dalam
pengiriman informasi yang dibutuhkan telah terpasang di unit kerja; 3) Proses akuntansi dan pelaporan dilakukan secara
komputerisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4)
Subbagian pengelola keuangan memiliki komputer dengan jumlah yang cukup untuk melaksanakan tugas; 5)
Jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur dan tepat pada waktunya. Variabel ini diukur dengan 8 item pernyataan.

6. Peran Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Pemerintah Daerah (PPK-OPD) (X5)

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-OPD, kepala OPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada masing-masing OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai PPK-OPD. Dimensi dan indikator
dari variabel Peran PPK-OPD ini diperoleh dari Permendagri pasal 13 Nomor 13 Tahun 2006 dan pernah digunakan oleh Febrian
dan Basukianto (2015), yaitu: a) meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara
pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK; b) meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan
tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran; c) melakukan verifikasi SPM; d) menyiapkan SPM; e) melakukan verifikasi harian atas penerimaan; f)
melaksanakan akuntansi OPD; dan g) menyiapkan laporan keuangan OPD. Variabel ini diukur dengan 11 item pernyataan.

2. Metode Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sebanyak
36 OPD. Sampel yang diambil adalah setiap OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai penanggung
jawab Laporan Keuangan OPD. Jumlah OPD sebanyak 36 (tiga puluh enam) dengan masing-masing 2 responden pada
setiap OPD sehingga total sampel sebanyak 72 orang. Responden yang dituju yaitu Kepala OPD dan Pejabat
Penatausahaan Keuangan OPD yang memiliki tanggung jawab dan tugas pokok fungsi dalam penyusunan laporan
keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan dianggap mengetahui dan memahami tema penelitiani.

4, Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Hasil Analisis Regresi Logistik

Untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual
(X1), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3), Pemanfaatan Teknologi
Informasi (X4), dan Peran PPK-OPD (X5) terhadap variabel dependen yaitu, kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah () digunakan model regresi linier berganda.

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 80,530 dengan angka signifikansi = 0,000. Karena
nilai signifikansi dari dataanalisis lebih kecil dari 0,05 maka dapat diartikan bahwa model penelitian iniadalah layak
atau dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Peran
PPK-OPD secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahdaerah.

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi(adjusted R square) sebesar 0,849, yang berarti
bahwa 84,9% variasi besarnyakualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variasiPenerapan
Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya
Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Peran PPK-OPD. Sedangkan sisanya sebesar 15,1% dijelaskan
olehvariabel lain diluar model penelitian.

Tabel 1 menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis variabel penerapan SAP berbasis akrual (X1) menunjukkan bahwa
variabel penerapan SAP berbasis akrual mempunyai pengaruh positif terhadap variabel kualitas laporan keuangan
Pemerintah Daerah. Hipotesis pertama yang menyatakan “penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh positif
terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah”diterima”. Hal ini mempunyai makna bahwa penerapan SAP
berbasis akrual pada pengelolaan keuangan di OPD akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang
dihasilkan.

Nilai hasil uji hipotesis variabel independen sistem pengendalian intern pemerintah (X2) menuunjukkan nilai
positif. Hipotesis kedua yang menyatakan “sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah “diterima”. Dari hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,
semakin bagus penerapan SPIP semakin baik kualitas LKPD.

Nilai koefisien regresi hasil uji hipotesis variabel independen kompetensi sumber daya manusia (X3) bernilai
positif. Hipotesisketiga yang menyatakan “kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas



laporan keuangan pemerintah daerah“diterima”. Darihasil analisis tersebut mempunyai makna bahwa peningkatan
kompetensi sumber daya Manusia OPD akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Hasil uji hipotesis variabel pemanfaatan teknologi informasi (X4) bernilai positif. Hipotesis keempat yang
menyatakan “pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah “diterima”. Dari hasil analisis tersebut mempunyai makna bahwa peningkatan pemanfaatan teknologi
informasi yang digunakan oleh OPD akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Variabel independen Peran PPK-OPD (X5) menunjukkan hasil uji hipotesis bernilai positif. Hipotesis kelima
menyatakan “Peran PPK-OPD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah “diterima”.
Dari hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa Peran PPK-OPD berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan
keuangan Pemerintah Daerah, semakin baik peranan PPK-OPD semakin baik dalam menghasilkan kualitas LKPD

Table 1. Hasil Regresi

Variabel Koefisien  t-stat  Sig

Penerapan SAP berbasis akrual (X1) 0,160 2,262 0,027
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2) 0,191 5,352 0,000
Kompetensi SDM (X3) 0,204 2,005 0,049
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4) 0,279 3,469 0,001
Nilai F 80,53

Sig_F 0.000

R Square 0,849

2. Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrual dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel penerapan standar akuntansi
pemerintah berbasis akrual memiliki pengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Hasil tersebut memiliki makna bahwa pengelola keuangan pada OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu
memiliki penerapan standar akuntansi berbasis akrual yang baik, artinya pengelola keuangan OPD telah memahami
tentang pengakuan pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis aktual, serta
pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran yang berbasis kas yang
digunakan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Pengelola keuangan OPD telah memahami tentang
laporan realisasi anggaran (LRA), laporan operasional (LO), laporan perubahan ekuitas (LPE), neraca dan catatan atas
laporan keuangan. LO yang berisi pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit menyediakan informasi yang tidak
diakomodir dalam LRA, yang hanya menyajikan pendapatan dan belanja berdasarkan kas yang diterima atau
dikeluarkan. Penggunaan basis akrual dengan pemahaman yang baik dapat menghasilkan informasi laporan keuangan
yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga akan meningkatkan kualitas laporan
keuangan kementerian/lembaga yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Variabel SPIP (X2) memiliki nilai koefisiensi regresi sebesar 0,191. Hal
ini menunjukkan bahwa jika pengendalian intern meningkat satu satuan, maka kualitas laporan keuangan akan
meningkat sebesar 0,191. Dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi sistem pengendalian intern maka akan
meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel kompetensi sumber daya
manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikannya sebesar 0,049 yang bernilai positif. Hasil ini memiliki makna semakin
tinggi kompetensi pengelola keuangan, maka semakin berkualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil
penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dilakukan oleh Mahaputra dan Putra (2014) membuktikan bahwa
kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara positif terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan.Artinya
bahwa semakin kompeten SDM pembuat laporan keuangan, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang
dihasilkan.



5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan pengujian hipotesis, Variabel PTI (X4) memiliki nilai Kkoefisiensi regresi sebesar 0,279. Hal ini
menunjukkan bahwa jika pengendalian intern meningkat satu satuan, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat
sebesar 0,279, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan Pemerinatah Daerah. Semakin baik pemanfaatan teknologi informasi, maka semakin baik
pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerahyang dihasilkan.

6. Peran PPK-OPD dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel peran pejabat penatausahaan
keuangan OPD memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan
dengan nilai signifikannya sebesar 0,000 yang bernilai positif. Hasil ini memberikan makna bahwa semakin baik
pejabat penatausahaan keuangan-OPD dalam menjalankan tugasnya maka kualitas laporan keuangan juga akan
meningkat. Berdasarkan tanggapan responden yang juga merupakan pejabat pengelola keuangan dan
pejabat penatausahaan keuangan OPD pada Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memperkuat hasil analisis regresi
diatas, dimana dari tanggapan responden atas peran pejabat penatausahaan keuangan-OPD yang terdiri dari proses
verifikasi, menerbitkan SPM, menjalankan fungsi akuntansi OPD dan menyusun laporan keuangan menunjukan
penilaian yang sangat baik atau dalam kategori sangat setuju. Artinya aparatur sipil negara mengakui bahwa seorang
pejabat penatausahaan keuangan OPD perlu memahami akan tugas sebagai fungsi tata usaha keuangan di OPD dengan
baik. Dibawah bagian inilah fungsi verifikasi, rekonsiliasi dan sekaligus akuntansi OPD dilakukan. Dua output penting
bagian ini adalah dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan Laporan Keuangan OPD yang merupakan dokumen
penting dalam pengelolaan keuangan daerah. oleh karena itu, sangat diperlukan adanya pemahaman akuntansi yang
harus dimiliki oleh seorang PPK-OPD. Karena ia akan lebih mudah dalam menerjemahkan setiap transaksi yang
terjadi.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual,
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan
Peran PPK-OPDTerhadap Kualitas Laporan KeuanganPemerintah Daerah. Berdasarkan hasil penelitian,maka
kesimpulan dan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

e Penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
Semakin baik Penerapan SAP berbasis akrual maka semakin baik pula kualitaslaporan keuangan pemerintah
daerah yang dihasilkan.

e Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
Pemerintah Daerah. Artinya bahwa,semakin baik pelaksanaan setiap unsur SPIP maka semakin baik pula
kualitaslaporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

e Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
Artinya bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah yang dihasilkan.

e Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
Artinya bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi, maka semakin baik pula kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

e Peran PPK-OPD berpengaruh Positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Artinya
bahwa,semakin berperan baik PPK-OPD dalam pengelolaan administrasi keuangan maka semakin baik pula
kualitaslaporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan..
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